UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KONFLIK SOSIAL







                          PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya Polres 
Mimika dalam menanggulangi konflik sosial di Timika Papua maka dapat 
disimpulkan bahwa  upaya Polres Mimika dalam menaggulangi konflik 
sosial berupa upaya pencegahan (preventive) yaitu penyuluhan dan 
monitoring sedangkan upaya represif yang dilakukan ketika terjadinya 
konflik perang suku yaitu dengan merangkul pemuka agama, kepala suku, 
pemerintah daerah Mimika (DPRD) serta dinas kesatuan bangsa dan politik 
(kesbangpol). Tindakan preventif dan represif yang dilakukan Polres 
Mimika sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 peraturan kapolri No 1 Tahun 
2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian hanya saja 
tindakan represif tidak dapat serta merta dilakukan karena dapat membuat 
keadaan lebih tidak terkendali 
2. Kendala internal yang dihadapi berupa kurangnya sarana dan prasarana serta 
biaya operasional untuk membangun pos polisi pembantu, kurangnya 
kelengkapan anggota polisi serta kurangnya sumber daya manusia atau 
jumlah personil polisi sedangkan kendala eksternal yang dihadapi yaitu  
perbedaan bahasa, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian 










Saran yang dapat diberikan dengan upaya Kepolisian Resort Mimika dalam 
menanggulangi perang suku yaitu memberikan tambahan sarana dan 
prasarana yang menunjang pekerjaan Polres Mimika dalam menanggulangi 
konflik sosial perang suku misalnya seperti kendaraan taktis dan pos 
penjagaan, memberikan penambahan personil kepada Polres Mimika dalam 
menanggulangi konflik sosial perang suku, dan menambah biaya 
operasional kepada Polres Mimika ketika menghadapi konflik sosial perang 
suku karena biasa perang yang terjadi memakan waktu yang cukup lama 
sehingga polisi harus di tempat-tempat tertentu seperti Kwamki Narama, 
harus adanya pihak dalam Polres Mimika yang mengerti bahasa dari 
masing-masing suku karena tidak semua mengerti bahasa indonesia serta 
tidak dapat dilakukannya tindakan represif menggunakan senjata untuk 
menanggulangi ketika perang suku terjadi karena dapat menambah suasana 
menjadi tidak terkendali walaupun resiko yang dihadapi polisi yang sedang 
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